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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian 
pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan penerapan klaim/ atau pencairan dana jaminan hari tua dalam 
program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota 
Yogyakarta tidak berjalan efektif. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 
yang merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2015 pada pasal 26, tidak dapat 
berjalan efektif sebagaimana peraturan yang ada dan ketentuan pada pasal 
tersebut justru tidak memberikan fungsi dari diadakannya program jaminan 
hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan di Yogyakarta yakni 
CV. Andi Offset, PT. Budi Makmur dan PT. Galang Press tidak lagi 
mengikutkan pekerjanya kedalam program jaminan hari tua BPJS 
Ketenagakerjaan. 
2. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 
2015 Ttentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pada Pasal 26 
mengenai manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang dikenai pemutusan 
hubungan kerja, cacat total,  atau berhenti kerja sebelum usia pensiun dapat 
dibayarkan tanpa harus menunggu peserta mencapai usia 56 tahun, 
Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme klaim/ atau pencairan dana pada 
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program Jaminan Hari Tua sehingga tidak banyak pekerja maupun 
perusahaan mengetahui adanya pembebanan pajak progresif, kurangnya 
jumlah petugas di BPJS Ketenagakerjaan DIY juga menjadi faktor kendala 
karena mekanisme dalam proses klaim/ atau pencairan dana tidak berjalan 
efektif. Proses penerapan klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan 
Hari Tua tidak berjalan efektif bukan disebabkan oleh budaya hukum dan 
struktur hukumnya tetapi karena substansi hukumnya (legal/ substance) 
3. Pembaharuan hukum terhadap penerapan klaim/ atau pencairan dana pada 
program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
di Kota Yogyakarta diperlukan karena dalam pelaksanaanya tidak berjalan 
efektif disebabkan karena banyaknya kendala yang dialami oleh BPJS 
Ketenagakerjaan. Adapun pembaharuan hukum yang diperlukan yang 
pertama yaitu perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2015  dalam ketentuan Pasal 26 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni yang 
pertama mengatur khusus mengenai klaim jaminan hari tua bagi pekerja yang 
mengalami PHK, cacat total atau mengundurkan diri yang sudah sesuai dalam 
PP No. 60 Tahun 2015, yang kedua mengatur mengenai klaim jaminan hari 
tua bagi pekerja yang tidak mengalami PHK, cacat total, atau mengundurkan 
diri yang sudah sesuai dalam Pasal 26 PP No 46 Tahun 2015  dan 
menambahkan pasal baru pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 






  Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan klaim/ atau pencairan dana pada 
program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di 
Kota Yogyakarta, yaitu: 
1. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialiasi kepada 
perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta mengenai program Jaminan Hari 
Tua BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan sosialisasi mengenai 
mekanisme klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan Hari Tua BPJS 
Ketenagakerjaan. 
2. Seharusnya pemberi kerja yang ada di Kota Yogyakarta mengikutsertakan 
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